Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara
olen PT Garuda!ndoneﬂa(Persero? Tbk. = Fiduciary security on
aircrafts acquisition by PT Garuda Indonesia (Persero) Thk

Andia Hastriani, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20270926& | okasi=lokal

Tesisini meneliti tentang praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di
Indonesia, khususnya oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Thk., dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pesawat udara dgolongkan sebagai benda bergerak
dengan kekhususan (sui generis), yang salah satu kekhususannya adalah bahwa pesawat udara harus
didaftarkan pada suatu negara. Hukum negara tempat pesawat udara didaftarkan akan berlaku terhadap
pesawat udara tersebut dimanapun pesawat itu berada. Konvensi Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan
umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secarainternasional atas beberapa
jenis benda bergerak, termasuk di antaranya pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009
merupakan perwujudan dari ratifikasi Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town ke dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah
mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, memberikan dampak pada lembaga
jaminan atas pesawat udara di Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan
secara tegas mengenal lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Undang-undang Nomor
1 Tahun 2009 mengatur bahwa pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan
kepentingan internasional berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak
bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-perjanjian mana merupakan perjanjian yang
digunakan untuk pembiayaan pengadaan pesawat udara; undang-undang ini juga membebaskan para pihak
di dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek pengadaan
pesawat udara, banyak perusahaan penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, menggunakan skema
pembiayaan sewa guna usaha (leasing) dengan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi
sebagal |lembaga jaminannya. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memegang
peranan sentral karena dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan
bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.

...... Thisthesis provides areview on fiduciary security on aircrafts acquisition in Indonesia, particularly by
PT Garuda Indonesia (Persero) Thbk, by using normative juridical research and qualitative analysis as the
preferred methods. An aircraft is categorized as movable goods with specificity (sui generis), one of its
specificity is an aircraft must be registered in anation. Law of anation in which the aircraft is registered to,
shall prevail to the aircraft wherever the aircraft is. Cape Town Convention regul ates general provisions on
security rights that are recognized internationally for several types of mobile equipments, including aircrafts.
Law Number 1 of 2009 is the embodiment of the ratification of the Cape Town Convention and Cape Town
Protocol into Indonesian laws and regulations. Law Number 1 of 2009 on Aviation which revoked Law
Number 15 of 1992 on Aviation has given an impact on security rights on aircrafts in Indonesia since Law
Number 1 of 2009 does not explicitly regulate which security right that can be imposed on aircrafts. Law
Number 1 of 2009 determines that aircrafts registered in Indonesia can be encumbered with international
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interests arising from security agreements, title reservation agreements or leasing agreements, which are
utilized to finance the aircraft acquisition; this law also provides that the parties within the relevant
agreements are free to choose the governing law for such agreements. In practice, most of airlines
companies, including Garuda Indonesia, use financial leasing scheme with fiduciary security on insurance
proceeds and reinsurance proceeds as security to acquire aircrafts. With regard to fiduciary security, notaries
hold the central role given Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security stipulates that fiduciary security
deed must be drawn up in anotarial deed.



